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Analisis Putusan Mahkamah Agung No.31/Pdt.Sus-Phi/2022/Pn.Ptk Tentang
Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja

ABSTRAK

Salah satu permasalahan yang sering timbul dalam hubungan kerja adalah
Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Berakhirnya hubungan kerja
karena suatu hal tertentu mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara
pekerja dan perusahaan. Pembahasan mengenai analisis penelitian pada Putusan
Nomor. 31/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Ptk di Pengadilan Hubungan Industrial
Pengadilan Negeri Pontianak adalah untuk mengetahui Pertimbangan Hakim dalam
membuat putusan mengenai perselisihan PHK.

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode normatif yaitu
jenis penelitian yang mempelajari peraturan perundang-undangan yang terkait
dengan permasalahan yang dibahas. Sifat penelitian yang dipergunakan dalam
menyelesaikan skripsi ini adalah deskriptif analis dari studi putusan kasus. Teknik
pengumpulan data dengan studi kepustakaan, serta menganalisis data berdasarkan
data kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pertimbangan hakim dalam kasus
pemutusan hubungan kerja penting untuk memastikan bahwa keputusan yang
diambil tidak hanya sesuai dengan hukum vyang berlaku tetapi juga
mempertimbangkan aspek-aspek keadilan dan perlindungan hukum yang
diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan keadilan antara kedua belah pihak
yang terlibat.

Kata Kunci : perselisihan pemutusan hubungan kerja, analisis penelitian,
pertimbangan hakim
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Analysis of the Supreme Court's Decision No.31/Pdt.Sus-Phi/2022/Pn.Ptk on
Termination of Employment Disputes

ABSTRACT

One of the problems that often arise in employment relations is Termination
of Employment Disputes (PHK). The termination of the employment relationship
due to a certain matter results in the end of rights and obligations between the
worker and the company. Discussion of research analysis in Decision Number.
31/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Ptk at the Industrial Relations Court of the Pontianak
District Court is to find out the Judge's Considerations in making a decision
regarding the layoff dispute.

The method used in this study is a normative method, which is a type of
research that studies laws and regulations related to the problems discussed. The
nature of the research used in completing this thesis is descriptive analyst from the
study of case verdicts. Data collection techniques with literature studies, as well as
analyzing data based on qualitative data.

The results of this study show that the judge’s consideration in the case of
termination of employment is important to ensure that the decision taken is not only
in accordance with the applicable law but also considers the aspects of fairness
and legal protection necessary to maintain balance and fairness between the two
parties involved.

Keywords: termination disputes, research analysis, judge’s considerations
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Indonesia memiliki pertumbuhan penduduk yang tergolong
tinggi, dampak dari pertumbuhan penduduk yang tinggi ini mengakibatkan
jumlah angka kerja setiap tahunnya semakin meningkat sedangkan kesempatan
kerja tidak sebanding dengan laju pertumbuhannya. Hal ini mengakibatkan
adanya kesenjangan antara besarnya jumlah penduduk yang membutuhkan
kerja dengan lowongan kerja yang tersedia (Septian, 2015) Untuk memenubhi
kebutuhan kehidupan sehari-hari manusia pasti membutuhkan sandang,
pangan, dan papan untuk melanjutkan hidupnya, agar terpenuhinya kebutuhan
tersebut seseorang pasti akan bekerja. Orang yang berkerja lazimnya disebut
dengan pekerja, pekerja pada umumnya berkerja pada pengusaha, pengusaha
adalah orang/ badan hukum yang memiliki usaha. Salah satu hak pekerja
berkerja salah satunya untuk mendapat upah, hal ini untuk memenubhi

kebutuhannya dan juga keluarganya.

Pada umumnya dalam hubungan hukum mempunyai suatu perjanjian
dalam kerja antara pihak pengusaha dengan pihak pekerja/buruh apabila
ditinjau dari segi hukum privat yakni dengan adanya perjanjian antara pemberi
kerja atau pengusaha dengan pekerja. Secara yuridis perjanjian kerja sendiri
diatur dalam Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan bahwa:

“Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan
pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat syarat kerja, hak, dan
kewajiban para pihak.”

Sebagai suatu Undang-undang yang tujuannya memberikan

perlindungan kepada pekerja dalam mewujudkan kesejahteraan pekerja dan

keluarga, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan



memberikan panduan mengenai perjanjian kerja. (R. Joni Bambang S., 2013)
Jika berbicara mengenai perjanjian. Pada umumnya pengertian perjanjian
diatur oleh KUH perdata pasal 1313 yang berbunyi: “perjanjian adalah suatu
perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap

satu orang atau lebih lainnya”.

Perjanjian kerja dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
dibagi menjadi 2 (dua), yakni perjanjian kerja waktu tak tentu (PKWTT) dan
perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Kedua perjanjian kerja tersebut

didasarkan atas jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu.

Suatu perjanjian kerja mempunyai unsur-unsur: a. adanya pekerjaan
(arbeid), b. adanya unsur dibawah perintah (in dienst/gezag verhouding), c.
adanya upah tertentu (loon), d. Adanya waktu. (Uwiyono, 2014)

Salah satu permasalahan yang sering muncul dalam hubungan kerja
adalah permasalahan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Berakhirnya
hubungan kerja bagi tenaga kerja berarti kehilangan mata pencaharian yang
berarti pula permulaan masa pengangguran dengan segala akibatnya, sehingga
untuk menjamin kepastian dan ketentraman hidup tenaga kerja seharusnya
tidak ada pemutusan hubungan kerja. Akan tetapi dalam kenyataannya
membuktikan bahwa pemutusan hubungan kerja tidak dapat dicegah
seluruhnya (Robingu, Vol No. 12). Pasal 1 Angka 25 Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2003 bahwa Pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran
hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak
dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha. Dalam Pasal 1 Angka 4
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial (UUPHI) bahwa perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja
yakni:

“Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja adalah perselisihan yang

timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran
hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak”



Pemutusan yang terjadi karena adanya perselisihan, keadaan ini akan
membawa dampak terhadap kedua belah pihak, lebih-lebih pekerja/buruh yang
dipandang dari sudut ekenomis mempunyai kedudukan yang lemah jika
dibandingkan dengan pihak pengusaha. Karena pemutusan hubungan kerja
bagi pihak pekerja/buruh akan memberi pengaruh psikologis, ekonomis,

finansial sebab :

1. Dengan adanya pemutusan hubungan kerja, bagi pekerja/buruh telah
kehilangan mata pencaharian.

2. Untuk mencari pekerjaan yang baru sebagai penggantinya, harus
banyak mengeluarkan biaya (biaya keluar masuk
perusahaan,disamping biaya-biaya lain seperti surat-surat untuk
keperluan lamaran dan fotocopy surat-surat lain);

3. Kehilangan biaya hidup untuk diri dan keluarganya sebelum
mendapat pekerjaan yang baru sebagai penggantinya.

Pada setiap hubungan kerja terdapat suatu hubungan antara pekerja

dengan perusahaan industri atau dapat disebut sebagai hubungan industrial.
Sebagaimana yang dikemukakan oleh Payaman Simanjuntak bahwa hubungan
industrial diartikan sebagai pola dalam suatu hubungan antara pihak pengusaha
dan pihak pekerja, pemerintah, dan suatu unsur yang terkandung di suatu
organisasi dalam sebuah perusahaan hubungan antara pihak manajemen dan
pihak pekerja. (Rumondang, 2018)

Setiap hubungan industrial menciptakan peraturan dan aturan yang
kompleks untuk mengatur para tenaga kerja dengan tujuan untuk menjaga
hubungan antara manajemen perusahaan dengan para tenaga kerja tetap
harmonis saat menyelesaikan masalah mereka dengan melalui proses
perundingan bersama. Sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 1 Angka 16
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bahwa:

“Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk

antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang

terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang

didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945"

Pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena
suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara
pekerja/buruh dan pengusaha.



Munculnya perselisihan ini karena adanya salah satu pihak yang merasa
keberatan terhadap PHK. Terkait sahnya alasan yang diperbuat oleh PHK dan
kompensasi besaran akibat yang timbul dari PHK biasanya yang terjadi dalam
perselisihan PHK. Yang termasuk kedalam PHK tersebut kerap kali terjadi
dalam praktik ketenagakerjaan dan menimbulkan masalah. (Pujiyo, 2012)

Permasalahan hubungan industrial dengan melakukan Pemutusan
Hubungan Kerja (PHK) sering kali terjadi di Indonesia karena pemberian
upah/pesangon tidak sesuai dengan apa yang didapatkan pihak pekerja.
Mengenai upah kerja sendiri sebagaimana yang termaktub dalam Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003, namun banyak pengusaha yang PHK terhadap
tenaga kerjanya tidak memberikan upah/pesangon yang tidak sesuai dengan
aturan yang berlaku. Sehingga para pekerja pun merasa dirugikan oleh
pengusaha di tempat kerjanya tersebut.

Berdasarkan Putusan No. 31/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Ptk penggugat yaitu
Taniyo Tono Amisius Asung, melawan PT. Adira Dinamika Multi Finance
sebagai tergugat, dalam hal ini Penggugat merupakan karyawan tergugat
dengan jabatan sebagai Sales Officer Used Car yang sudah bekerja sejak bulan
Mei tahun 2009. Bahwa penggugat telah bekerja dengan maksimal dalam
melaksanakan pekerjaan dengan baik dan benar serta loyalitas yang sangat
tinggi. Pada tanggal 31 Maret 2019 Penggugat telah mendapatkan surat
Pemutusan Hubungan Kerja oleh Tergugat dengan alasan penggugat tidak
mencapai target yang telah ditentukan oleh perusahaan dalam beberapa bulan
terakhir. Dalam persoalan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan
perundingan secara Bipartit, namun dalam perundingan tersebut tidak tercapai
kesepakatan. Terhitung sejak bulan April tahun 2019 Tergugat telah menunggu
pembayaran uang pesangon sehingga proses Pemutusan Hubungan Kerja
belum selesai sampai di bulan Oktober 2022. Oleh karena itu, tergugat
mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan
Negeri Pontianak.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan, Peneliti tertarik untuk

mengkaji dalam bentuk sebuah skripsi dengan judul "Analisis Putusan



Mahkamah Agung No. 31/Pdt.Sus-PHI1/2022/PN.Ptk Tentang Perselisihan

Pemutusan Hubungan Kerja"

1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang

dibahas dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara
perselisihan hubungan industrial pada putusan No. 31/Pdt.Sus-
PHI/2022/PN.Ptk?

1.3. Tujuan Penelitian
Berdasarkan dari uraian latar belakang dan rumusan masalah diatas,

maka penelitian ini bertujuan:
1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara
perselisihan hubungan industrial pada putusan No 31/Pdt.Sus-
PHI/2022/Pn.Ptk.

1.4. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain:

1.4.1 Manfaat Teoritis
Secara teoritis, hasil penelitian ini membahas mengenai pemutusan

hubungan kerja yang diharapkan dapat dijadikan bahan literatur untuk
menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai ketenagakerjaan
bagi siapa saja yang berminat meneliti lebih mendalam topik serupa
dikemudian hari, khususnya dalam bidang penyelesaian perselisihan

pemutusan hubungan Kkerja.

1.4.2 Manfaat Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi pedoman dan

masukan bagi semua pihak khususnya masyarakat agar mengetahui
aturan mengenai PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) yang sering
dilakukan Perusahaan yang tidak sesuai dengan aturan Undang-Undang
ketenagakerjaan. Dan hasil penelitian ini diharapkan mampu
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hanya mematuhi hukum tetapi juga menghormati nilai-nilai keadilan
yang dianut dalam masyarakat.

Saran
Perlu adanya upaya sosialisasi yang komprehensif dan

berkesinambungan tentang peraturan perundang-undangan yang terkait
dengan penyelesaian kasus pemutusan hubungan kerja (PHK)
khususnya kepada karyawan, karena melihat kurangnya pengetahuan
karyawan sehingga dapat sangat merugikan karyawan.

Dalam melakukan pemutusan hubungan kerja harus sesuai dengan
undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia agar tidak

ada pihak-pihak yang merasa dirugikan.
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